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	This study aims to find out how the implementation of public services in West Tompaso District. In this research, the researcher used a qualitative research method with a descriptive approach. Based on the research that has been done, the results are: 1. The implementation of services in West Tompaso District is still not optimal because the sub-district government is less responsive in services, especially in complaint services or community reports regarding land disputes. 2. there are still obstacles related to land dispute management services, namely services that are slow and convoluted and not in accordance with existing SOPs, apparatus work not in accordance with the fields assigned or assigned, lack of resources who are good at computers, or competent in their respective fields. 3. The implementation of services is still not optimal because Tompaso Barat District still has a large shortage of employees or human resources, especially in the field of tantrib which handles land dispute services, as well as a lack of facilities such as computers so that service delays often occur.
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	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan publik di Kecamatan Tompaso Barat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil: 1. Pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Tompaso Barat masih belum optimal karena pemerintah kecamatan kurang tanggap dalam pelayanan terutama dalam pelayanan pengaduan atau laporan masyarakat mengenai sengketa tanah. 2. Masih terdapat kendala terkait pelayanan pengurusan sengketa tanah yaitu pelayanan yang lambat dan berbelit-belit serta tidak sesuai dengan SOP yang ada, aparat bekerja tidak sesuai dengan bidang yang ditugaskan atau ditugaskan, kurangnya sumber daya yang menguasai komputer, atau berkompeten di bidangnya masing-masing. 3. Pelaksanaan pelayanan masih belum optimal karena Kecamatan Tompaso Barat masih banyak kekurangan pegawai atau sumber daya manusia khususnya pada bidang tantrib yang menangani pelayanan sengketa pertanahan, serta kurangnya fasilitas seperti komputer sehingga sering terjadi keterlambatan pelayanan.






I. PENDAHULUAN
Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2009, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara  dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik [1] . 
Pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah ( pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kebupaten/kota, dan pemerintah kecamatan ) kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada era otonomi daerah, pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, secara otomatis berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan lagi pada masyarakat sehingga mudah di jangkau oleh masyarakat.	
Dalam pelaksanaan pelayanan publik, birokrasi pemerintah berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kepuasan masyarakat  merupakan tujuan utama dari pelayanan publik. Hakekat pelayanan publik adalah  pemberian pelayanan prima atau pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah sebagai abdi masyarakat.  
Tugas pokok Pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan Pemerintahan Kecamatan maupun desa yang merupakan ujung tombak pertama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam melayani masyarakat pemerintah juga tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kondisi pelayanan yang relatif belum memuaskan.
Pelayanan kepada publik dapat dikategorikan efektif apabila  mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Pelayanan publik dapat dikatakan berhasil apabila pelanggan atau pihak yang dilayani dalam hal ini  masyarakat merasakan kepuasan. Dalam hal ini kantor Kecamatan Tompaso Barat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa merupakan lembaga birokrasi yang memiliki tugas kewenangan di bidang pelayanan publik. 
Berdasarkan tinjauan awal peneliti yang dilakukan di kantor Kecamatan Tompaso Barat, pelayanan publik di kantor kecamatan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan Pasal 1 PP No.96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik khususnya terlihat dari pelaksanaan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Terdapat permasalahan yaitu pengurusan sengketa tanah masyarakat. Dalam pengurusan sengketa tanah tersebut, pegawai yang diberi tugas dan fungsi masih terdapat kelemahan dalam pelakasanaan pelayanan. kelemahan yang terjadi yaitu pelayanan kepada masyarakat cenderung berbelit-belit dan penyelesaian persoalan tentang sengketa tanah memakan waktu yang lama.
Pelaksanaan pelayanan yang belum baik juga terlihat dari pegawai di bidang tersebut tidak tepat waktu saat datang di kantor. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang berkualitas, cepat, dan mudah, tidak terpenuhi.
Masalah selanjutnya juga yaitu masyarakat belum mengetahui jelas prosedur pelayanan pengurusan sengketa tanah di kantor kecamatan, sehingga ketika masyarakat melihat pelayanan di kantor kecamatan khususnya pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam hal pengurusan masalah masyarakat dalam sengketa tanah prosesnya memakan waktu yang lama, masyarakat langsung pindah mengurus di kantor polisi. Yang seharusnya pengurusannya harus di kantor kecamatan karena masih menyangkut hukum perdata.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa”.
II. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang di dalamnya mengutamakan pendeskripsian secara analisis suatu peristiwa atau proses sebagaimana adanya dalam llingkungan yang alami untuk memperoleh arti yang mendalam dari proses penelitian itu. 
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Menurut Sugiyono yang di maksud dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi [2].
Berdasarkan hal tersebut penelitian ini difokuskan pada Pelaksaaan Pelayanan di kantor Kecamatan Tompaso Barat.
Moleong berpendapat bahwa cara terbaik yang ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertahankan teori substantif, pergi dan jejakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berbeda dilapangan. Keterbatasan geografi, waktu, tenaga, perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian [3].
Berdasarkan penjelasan diatas maka lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa.
Sumber data merupakan sebagai bahan mentah yang didapatkan peneliti dan penelitiannya, bisa juga berupa fakta maupun keterangan yang dapat juga digunakan sebagai dasar untuk analisis. Data dapat berfunsgi sebagai bukti dan petunjuk tentang adanya sesuatu. Menurut lofland (dalam Moleong, 2006:157) data adalah tulisan – tulisan atau cetakan – cetakan mengenai segala sesuatu yang didengar, dilihat, dialami dan bahkan yang dipikirkan oleh peneliti selama kegiatan pengumpulan data dan menrefleksikan kegiatan tersebut ke dalam suatu etnografi [3]. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Camat dan Pegawai Kantor Kecamatan Tompaso Barat dan sebagian masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tompaso Barat
Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut: Metode Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Setelah pengumpulan data maka peneliti melakukan pengujian data dengan teknik-teknik triangulasi data, yaitu: uji credibility (validasi internal), transferability (validasi eksternal), dependability (rehabilitas), dan confirmability (objektifitas) [2]
Tahap selanjutnya yang peneliti lakukan setelah dilakukannya pengujian data yaitu menganalisi data, data yang telah di uji dianalisis melalui proses: Data collection, Data condensation, Data display, Conclusion drawing/ verifying [4].
Informasi dapat mengisi sebagai bukti dan tanda tentang adanya sesuatu. Seperti yang ditunjukkan oleh Lofland komposisi atau cetakan tentang semua yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan secara mengejutkan oleh analis selama latihan pengumpulan informasi dan mencerminkan latihan ini ke dalam etnografi [5].
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pelaksanaan pelayanan publik, birokrasi pemerintah berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kepuasan masyarakat  merupakan tujuan utama dari pelayanan publik. Hakekat pelayanan publik adalah  pemberian pelayanan prima atau pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah sebagai abdi masyarakat.
Dwiyanto yang menyatakan bahwa pelayanan public adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi public untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna atau pelanggan yang dimaksud menurutnya di sini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan public,seperti dalam pembuatan kartu tanda penduduk dan yang lainnya [6].
Menurut Moenir Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direnecanakan dan disediakan oleh pemerintah [7]. 
Pelayanan kepada publik dapat dikategorikan efektif apabila  mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Pelayanan publik dapat dikatakan berhasil apabila pelanggan atau pihak yang dilayani dalam hal ini  masyarakat merasakan kepuasan. Dalam hal ini kantor Kecamatan Tompaso Barat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa merupakan lembaga birokrasi yang memiliki tugas 
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kewenangan di bidang pelayanan publik.Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tompaso Barat tentunya ditemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu peneliti telah melaksanakan penelitian dengan melakukan waancara dengan masyarakat serta pemerintah kecamatan yang merupakan informan penelitian untuk memperoleh informasi dan data terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan tompaso barat
1) Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Terkait dengan layanan pengaduan masyarakat tidak berjalan dengan baik hal ini dikarenakan pemerintah kecamatan tompaso barat lamban atau kurang responsif terhadap laporan atau pengaduan yang ada, hal ini juga dipengaruhi oleh sikap dan kedisiplinan aparat kecamatan yang seri8ng terlambat dan tidak ada di kantor saat jam kerja.
Keberadaan  sumber  daya  manusia  di  dalam suatu  organisasi  baik  itu  pemerintahan maupun  swasta  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  mencapai  tujuan  organisasi. Pegawai Negeri Sipil atau lazimnya disingkat PNS adalah sebagai unsur aparatur Negara dalam menjalankan  roda  pemerintahan  dituntut  untuk  memberikan  output  yang  baik  dalam rangka memberikan pelayanan yang professional dan berkualitas terhadap Publik [12]
Pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Tompaso Barat masih belum optimal dikarenakan kinerja pegawai yang lamban dimana hal ini disebabkan karena pegawai yang datang terlambat serta tidak ada ditempat saat jam kerja, kurang tanggap atau responsif, serta kurang cakap dalam melakukan pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi mereka yaitu tidak disiplin waktu dikarenakan mereka mendahului pekerjaan mereka di rumah dan ini berarti mereka tidak bisa mengatur jam mereka. Disiplin ditinjau dari aspek ketepatan dan kepatuhan setiap aparat terhadap waktu yang telah ditentukan pada setiap hari kerja.
2) Kualitas Pelayanan
Pelaksanaan pelayanan publik merupakan upaya negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta pemenuhan hak-hak masyarakat atas barang, jasa bahkan pelayanan administrasi yang desediakan oleh pemerintah. Dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara  dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Dwiyanto (Dwiyanto, 2005) yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna atau masyarakat yang dimaksud menurutnya di sini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik [6].
Menurut Mokat bahwa “Eksekusi adalah derajat pelaksanaan pelaksanaan yang dapat dilakukan oleh seorang individu, unit atau divisi dengan memanfaatkan kemampuan yang ada dan menetapkan batas-batas untuk mencapai tujuan otoritatif” [8].
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Tompaso bahwa kualitas pelayanan pengurusan sengketa lahan lamban dan berbelit-belit serta tidak sesuai dengan SOP yang ada, aparat bekerja tidak sesuai dengan bidang yang di tugaskan atau ditempatkan, kurangnya pegawai atau SDM yang bertugas, serta kurangnya fasilitas penunjang sehingga pelayanan cenderung lamban
3) Sarana dan Prasarana Penunjang
Dalam pelaksanaan pelayanan publik tentunya masyarakat sangat mengarapkan pelayanan yang baik dan efektif serta efisien dalm hal ini diberikan kemudahandalam akses pelayanan publik .
A.R. Dilapanga mengatakan pada prinsipnya pembuat suatu kebijakan cenderung memberikan adanya penjelasan yang sifatnya mengambang, tidak begitu kokoh dan 
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kurang dalam memberikan argumentasi yang memberikan orientasi kepada “mutual benefit” diantara pihak yang membuat suatu kebijakan dengan pihak yang menerima kebijakan [9]
Dalam pelaksanaan pelayanan yang berkualitas maka pelayanan yang ada harus didukung dengan saranaa, prasaraana atau fasilitas yang menunjang yang merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan dilihat dari kenyamanan tempat pelayanan, peralatan pelayanan dan lain sebagainya.
Berdasarkan hal diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam pelaksanaan pelayanan harus memperhatikan hal-hal diatas khususnya ketersediaan saranan dan prasaranan yang menunjang pelayanan agar  pelayanan dapat berjalan dengan baik serta memberikan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan akan tetapi pada kenyataan pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Tompaso Barat masih belum sesui dengan harapan masyarakat hal ini dikarenakan masih belum tersedianya sumber daya yang berkompeten, serta fasilitas yang menunjang pelayanan, berdasarkan hasil penelitian menunjukan dalam pelaksanaan pelayanan khususnya terkait sengketa lahan yang menjadi kendalam yaitu bahwa pelayanan yang dilakukan pemerintah kecamatan tidak berjalan sesuai dengan SOP yang ada karena aparat  yang ada bekerja tidak sesuai dengan bidang yang di tugaskan atau ditempatkan, kemudian masih banyak kekurangan pegawai di bidang yang mengurus pelayanan tersebut, pegawai tidak masuk sakit atau ada urusan keluarga saat ada pelayanan tersebut, fasilitas yang masih kurang seperti komputer, sehingga sering terjadi keterlambatan pelayanan.

IV. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan telah dilakukan dan diuraikan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa: Pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Tompaso Barat masih belum optimal dan belum sesuai dengan harapan hal ini dikarenakan pemerintah kecamatan kurang responsif dalam pelayanan khususnya dalam layanan pengaduan atau laporan masyarakat terkait sengketa lahan yang  lamban untuk di proses hal ini disebabkan karena aparat pemerintah kebanyakan tidak berada ditempat serta kurangnya sumber daya manusia atau pegawai serta fasilitas penunjang pelayanan lainnya sehingga hal ini berdampak pada pelayanan yang lamban, pegawai yang kurang disiplin. Pelaksanaan Pelayanan di Kecamatan Tompaso Barat dilihat dari kualitas pelayanan bahwa masih ada kendala-kendala terkait dengan pelayanan pengurusan sengketa lahan yaitu pelayanan yang lamban dan berbelit-belit serta tidak sesuai dengan SOP yang ada, aparat bekerja tidak sesuai dengan bidang yang di tugaskan atau ditempatkan, kurangnya sumber daya yang menguasai komputer dengan baik, atau yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Pelaksanaan pelayanan masih belum optimal dikarenakan Kecamatan Tompaso Barat masih banyak kekurangan pegawai atau SDM khususnya di bidang tantrib yang mengurus pelayanan sengketa lahan, serta kurangnya fasilitas seperti komputer sehingga sering terjadi keterlambatan pelayanan. 
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